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h

U,

BUP',ATI KATINGAN,

bahwa untuk mewujudkan tertib penryelenggaraan pemerintahan

daerah, pembangunan dan pelayarran publik di Lingkungan

Pemerintan XaUupaten Katingan agar kebijakan yang diambil lebih

selaras, terpadu dan sera"i perlu ditetapkan Kelompok Satuan Kerja

Perangkat baerah yang terdiri dari unsur staf dan unsur lini yang

dalam pelaksanaan tugas, fungsi clan kewenangannya harus

berkoordinasi dengan Asisten Sekretarir,; Daerah sebelum dilaporkan,

disampaikan d6n diproses kepada Sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan, Wakil Brpati Katingan maupun Bupati Katingan;

bahwa penataetn kembali Jalur Hubungan Kerja di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Katingan dilaksanakan guna penyesuaian

dengan perubalran struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah

Kab-upaten Katingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangl'lat Daerah;

bahwa berdaserrkan pertimbangan sehagaimana di maksud pada

huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang

Jalur Hubungan Kerja Perangkat Daeriah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Katlngan dengan Asisten $ekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.

undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupiten Kating-an, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik

lndohesia Tahuin 2AO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4180);
Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2AA4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);



3. Undang - Unclang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan- 
Daerah- (Lembiarail Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambaharr Lembaian Negara Republik lndonesia Nomor 4437),

sebagaimana tr:lah diubah dengan undang - Undang Nomor 8 Tahun

2005 tentang Peraturan Pemerintah Perrgganti Undang - Undang

Nomor 3 Tahr-rn 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang Permerintahan Daerah menjadi

Undang - Unclang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tamlahan Lembaran Negilara Republik lndonesia Nomor

4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor

12 Tahun zooil tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan

Leribaran Negiara Republik lndonesia l'lomor 48a4;
4. Undang - Unctang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuanlan Ant.arJ Pemerintah Puszlt dan Pemerintah Daerah

(LembIran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126'

iambahan Leni-baran Negara Republik lndonesia Nomor 4a34;

5. Peraturan Pemerintah N-omor 38 Taltun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah l'(.abupaten / Kota (Lembaran

Negara Repub,iik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lerirbaran Negi,rra Republik lndonesia lr'lomor a737);

6. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahr.rn 2OO7 tentang organisasi

Perangkat Dae,rah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 81J, Tambahan Lembararr Negara Republik lndonesia

Nomor 4741)',

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan'Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun

2008);
g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 200u tentang organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Katingan (Lembararr Daerah Kabupaten Katingan

Nomor 4 Tahurr 2008);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas lDaerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katirrgan Nomor 5 Tahun 2008);

10, Peraturan Daeriah Nomor 6 Tahun 200u tentang organisasi dan Tata

Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga' Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2O0U tentang organisasi dan Tata

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah K.asongan (Lembaran Daerah

Kabupaten Katirrgan Nomor 7 Tahun 2008);

12.Peral.uran Daerah Nomor 8 Tahun 200{} tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan dan Kelurahan cii Kelbupaten Katingan (Lembaran

Daerah Kabuparten Katingan Nomor 8 Tahun 2008);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten

Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun

200e);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis

dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknir; Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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16. Peraturan Men,teri Dalam Negeri Nornor 33 Tahun 2008 tentang

pedoman I-ruoungan Kerja drganisasi Perangkat Daerah Dalam

Penyelenggarai:ln Pemerintahan Daerah'

fMenetaPkan

MEMUTUSKI\N:

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTAI{G JALUR HUBUNGAN

KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH I(ABUPATEN KATINGAN DENGAN ASISTEN

SEKRETARIS DAIJRAH KABUPATEN KATINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. pemerintahan Draerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oleh Pemerintalr Daerah dan Dewan Penrvakilan Rakyat Daerah

menurut asas olonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

lndonesia sebargaimana dimaksud deulam Undang-Undang Dasar

Republik lndoner;ia Tahun 1945,

2. Pemerintah Dat,rrah adalah Bupati darr Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenSlgara Pemerintahan Daerah;

a

4.

tr

b.

7.

8.

o

Bupati adalah BtrPati Katingan,

Wakil Bupati adialah Wakil Bupati Katingien;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daelrah Kabupaten Katingan;

Asisten adalah A.sisten Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;

Dinas Daerah acjalah Dinas Daerah Kaburpaten Katingan;

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembagia 
-Ieknis Daerah Kabupaten

Katingan berbentuk Badan, lnspektorat, IFiSUD dan Kantor;

Perangkat Daerah adalah unsur pemhantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretilriat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah;

10.Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Katingan;

11. Unsur Staf adalah unsur pelayanan intri+rn yang bertugas menyusun

kebijakan daerah dan mengoordinasikan SKPD sesuai lingkup

kewenangannya;

12.Unsur Lini adalah unsur pelayanan lang3sung pada masyarakat dan

bersifat spesifik dan teknis operasional sesuai lingkup

kewenangannya;

13. Koordinasi adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku

kepentingan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai

lingkup kewenerngannya, baik lintas rsektor maupun antar strata

{

I

i
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pemerintahan y,ang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam

rangka oPtimalisasi hasil kerja;

1 4. lntegrasi adalal^r penyetenggaraan fungs;i-fungsi pemerintahan daerah

yang dilaksanakan secara terpadu dalanr organisasi perangkat daerah

sesuai dengan norma, prinsip dan standflr yang berlaku;

l5 sinkronisasi adralah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

perangkat daerilh sesuai dengan norma, prinsip' dan standar yang

berlaku;

16. Kecamatan adalah wilayah kerja cami:rt sebagai perangkat daerah

KabuPaten Katingan;

17. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah

KabupatenKatingandalamwilayahkerjaKecamatan;

1g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang

diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional'

BAB II

LINGKI.'P JALUR HUBUNGAN KERJA ASISTEN

SEKRETARIS DAE:RAH

Bagian Kesatu

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Sekretaris Daerah Kabuparten Katingan

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkr-rngan Pemerintah Kabupaten

Katingan yaitu unsur staf maupun unsur lini yang melaksanakan

hubungan kerja clan dikoordinir Asisten Pemerintahan dan Kesra

sekretaris Daerah Kabupaten Katingan' )/ang melaksanakan urusan 1

fungsi sebagai berikut :

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Kepemudaan dan Olahraga;

d. Kependudukan dan Catatan SiPil;

e. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

g. Pertanahan;

h. Kesatuan Bangs,a dan Politik Dalam Negeri;

i. Otonomi Daerah;

j. Pemerintahan Umum;

k. Pemberdayaan l\/lasyarakat dan Desa;

l. Sosial;
m. Kebudayaan:
n. Pariwisata;

o. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

p Pengawasan;



q Ketentrarnan dan Keteftiban;

r. Perlindungan Masyarakat;

s. Kerjasama;

t. Agama;

u. Perizinan;

v. Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedurl

Asisten Perekonomian dan Fembangunan

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan

Pasal 3

satuan Kerja Perarrgkat Daerah di Lingkr"rngan Pemerintah Kabupaten

Katingan yaitu urlSUr staf maupun uns;ur lini yang melaksanakan

hubungan kerja dan dikoordinir di bawair Asisten Perekonomian dan

Pembangunan Sr:kretaris Daerah Kabupaten Katingan, yang

melaksanakan urusian / fungsi sebagai berikut :

a. Lingkungan Hidt.tP;

b. Pekerjaan Umunr;

c. Penataan Ruang;

d. Perencanaan Pembangunan;

e. Perumahan;

f. Penanaman Mo,Cal;

g. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

h. Ketahanan Pangan;

i. Perhubungan;
j. Statistik;

k. Kelautan dan Pelrikanan;

l. Pertanian;

m. Kehutanan;

n. Energi dan Sumber DaYa Mineral;

o. lndustri;

p Perdagangan;
q Penelitian dan Pengembangan;

r. Peternakan;

s. Perkebunan;

t. Perindustrian;

u. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Ketiga

Asisten Ad ministrasl Umum

Sekretaris Daerah Kabuparten Katingan

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkurngan Pemerintah Kabupaten

Katingan, unsur staf maupun unsur lini yang melaksanakan hubungan

kerja dan dikoordinir di bawah Asisten Administrasi Umum Sekretaris



Daerah Kabupaten Katingan, yang melaksanakan urusan i fungsi sebagai

berikut :

a. Komunikasi dan lnformatika;

b. Administrasi Keuangan Daerah;

c. Perangkat Daerah;

d. Kepegawaian;

e. Persandian;

f . Kearsipan;
g. Perpustakaan,

h. Pendapatan;

i. Perlengkapan dan Aset;
j. Hukum dan Perundang - Undangan;

k. Organisasi;

l. Tatataksana.

BAB III

TATA LAKSANA HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

(1) Jalur Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3

dan Pasal 4 merupakan bagian tugas rutin yang wajib dilalui dan

dilaksanakan oleh seluruh Satuan l"(erja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pernerintah Kabupaten Katirlgan;

Hubungan Kerja dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan tugas,

fungsi, kewenangan dan program/kegiatan administrasi maupun teknis

sesuai dengan bidang kewenangannya;

Asisten Sekretaris Daerah ber{ugas mengkoordinasikan,

mengendalikan, mengoreksi, menyempurnakan, memaraf atau

menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya

terhadap kegiatgn seluruh satuan ker.ia pada lingkungan masing-

masing asisten s;esuai dengan tugasnya;

Rincian pembaEian jalur Hubungan Kerja sebagaimana tercantum

pada lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

POLA JALUR HUBUNG,I\N KERJA

Pasal 6

(1) Pola Jalur Huloungan Kerja Perangkat Daerah dengan Asisten

Sekretaris Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip :

a. Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja

pelayanan publik yang berkelanjutan;

b. Saling menghargai kedudukan, tugars dan fungsi serta wewenang

masing-masing perangkat daerah;

c. Sriling memberi manfaat;

(2)

(r)

(4)



t,z)

',J,)

(1)

(2)

d. saring menrJorong kemandirian masing-masing yang mengacu

pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugastugas

kePemerintahan.

pelaksanaan Jalur Hubungan Kerja arrtara satuan Kerja Perangkat

Daerah dengan Asisten Sekretaris Daerah dilakukan melalui

hubungan kerja Yang meliPuti :

a. konsultatif;

b. kolegial;

c. koordinatif.

Pelaksanaan Jatur Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) selalu mengacu pada azas keterbukaan, akuntabilitas,

profesionalitas clan keterpaduan'

Pasal 7

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat(2)hurufadimaksudkanuntuknnenyamakanpersepsidalam
melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-

masing;

Hubungan kerja konsultatif dilaksanakart melalui kegiatan antara lain :

a. perencanaan;

b. perumusan;

c. pemuktahiran

d. penyelesaian tugas dan fungsi

Hubungan kerja konsultatif dimaksud rJapat dilakukan tanpa terikat

pada hubungan struktural secara berjenjang'

Pasal 8

Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2)

huruf b dimaksudkan untuk menumbuhk,.an dan mengembangkan rasa

dan semangat kebersamaan, kemitraan dalam melaksanakan beban

kerja dan tanggung jawab, mengontrol otoritarianisme struktural bagi

peningkatan produktifitas dan kinerja;

Hubungan kerjr:r kolegial dapat dilakrrkan dengan mengutamakan

musyawarah darr tanggung jawab bersanna'

Pasal 9

Hubungan kerja koordinatif sebagaiman;a dimaksud pada Pasal 6 ayat

(2) huruf c dimal<sudkan untuk pengemLr?l'l$?l'1 hubungan kerja secara

koordinatif dengan menumbuhkembang;kan semangat kolegial yang

sinergis dan terpadu dalam penanganarr dan penyelesaian tugas dan

fungsi masing-ntasing;

Hubungan kerjer koordinatif dilaksanakan untuk menghindari tumpang

tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan

(3)

(1)

()\

(1)

{2)

{

j
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menjaminkeselarasanprogramdankegiatanantarsatuankerja
perangkat daerar['t.

Pasal 10

Hubungan kerja kor:'rdinatif dimaksud dalam Pasal 9 yakni :

a. Koordinasi hireiarki (intersektoral) yarrg dilaksanakan dalam unit

organisasi oleh 6rimpinan dibawahnya;

b Koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara sKPD

dari sektor berlainan yang memiliki ketenkaitan berdasarkan fungsinya

dalam Pelaksaniaan kegiatan;

c. Koordinasi instansional (multi sektoral) yang ditaksanakan dengan

sKPD laln yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional'

BAB V

LI]{GKUP JALUR HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

(1)LingkupjalurhubungankerjaSKPDdenganAsistenSekretarisDaerah
KabuPaten Katingan, meliPuti '

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan

arahan bagi SI(PD terkait;

b. Penetapan rencana strategis yang metibatkan semua SKPD terkait;

C. Pengintegrasian rencana program melialui rapat koordinasi;

d. Pembahasan lcerbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani

secara komprehensif melalui temu konsultasi;

e. Pembentukan gugus tugas antar sKPD terkait untuk penanganan

berbagaimasetlahyangperluclipecahkanbersama;

f. Pembentukan badan I lembaga / wiadah yang dibutuhkan untuk

menangani furrgsi-fungsi hubungan hierja dan pembinaan secara

menYeluruh,

gPenelitiand;anpengembangan,pemantauandanevaluasi
pelaksanaanFlrogramdankoordinasiprelaksanaanprogram.

(2) Lingkup jalur hubungan kerja staf Ahli Bupati dengan Asisten sekretaris

Daerah Kabupaten Katingan, meliputi :

a. Memberi saran, pertimbangan dan mas;ukan dalam bentuk Telaahan

StafkepadaPlmpinansesuaidenganbidangtugasnya;

b. Jalur hubung{in kerja dimaksud diar;ahkan dan dibawah perintah

langsungolehBupatiKatinganuntukdikoordinasikanolehSekretaris
Daerah.



BAB VI

TANGGUNG JAW\B

Pasal 12

Dalam pelaksanaan hurbungan kerja hirearkis (lntersektoral), setiap pimpinan

unit organisasi bertanggung jawab :

a, Menetapkan kebijarkan sebagai petunjul.l: i pedoman tata laksana

pelaksanaan tugas bawahannYa;

b' Membina' mengawasi, mengembangkan, memberdayakan fungsi dan

kompetensi bawahatn nya;

c. Memberikan bimbingan, petunjuk dan kepercayaan kepada bawahannya

dalam melaksanakatn tugas.

Pasal 13

Jalr"rr Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10

dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan

perencanaan, pelaksarlaan, pengawasan dan erlaluasi'

BAB VII

HUBUNGANI KERJA KEGIATAN KI'IUSUS/TERTENTU

Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan terdapat kegiatan atau urusan tertentu yang

bersifat khususlspesifik dikarenakan sesuatu sebab dan lain hal hingga

harus dikomunikasikan diluar jalur hubungan kerja yang telah diatur,

maka SKPD baik unsur staf mfiupun unsur lini dapat

mengkomunikasikarrnya dengan Asisten siekretaris Daerah Kabupaten

Katingan diluar j2lur yang telah ditentukan sesuai dengan sifat

kekh ususan urusan,/kegiatan ;

staf Ahli Bupati Katingan karena melaksanakan tugas diluar tugas pokok

dan fungsi atau kewenangan SKPD, maka jalur hubungan kerja untuk

koordinasi dan komunikasi diarahkan langsu;ng oleh Bupati Katingan dan

dikoordinasikan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

(1)

\z)

9



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agarsetiaporarlgmengetahuinya,memerintahkanpengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Katingan.

DitetaPkan di Kasongan
pada tanggal, xl Juli 2009

I}UPATI XATINGAN,
Ut_

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, }q Juli 2009

PIt. SEKRET'ARIS DAERAH
KABUPATE:N{ATINGAN,

CHRISTANTVI{O TATEL LADJU

BERITA DAER,AH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2009r NoMoR ..ju

BEGIAI''I F"fiI,JKI"JM

6 r tr' IEr Ai, tr f\ [-fA

ASI$Tri"i

KAS!-IT E&G

Ksr,is*pT*R
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